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Abstract : Economic Policy of Umar bin Khattab's on fiscal policy makes progress for Muslims. State income
consists of various zakat as taxes, 1/5 of spoils of war, jizya, kharaj, and 'ursyu. Fund management from
various sources of funds is well managed, specific, and responsibility by him. Umar did not walk alone
set it, he founded a financial institution that is Baitul Mal denggan equipped department needed so that
the economy remains stable. Umar's behavior which can be taken for example to become a leader in
economic matters is deliberation, establishing departments as needed, prioritizing what is the main
rights, issuing policies by looking at the welfare of others, caring for society, putting people in work in
accordance with their fields, the economy is said to be stable if the income is small compared to
expenditure.
Keywords : Definition of fiscal policy, establishment of baitul mal institution, income and expenditure
of state, idea base.
Abstrak : Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab tentang kebijakan fiskal membuat kemajuan bagi umat Islam.
Pendapatan negara terdiri dari berbagai zakat sebagai pajak, 1/5 hasil rampasan perang, jizyah,
kharaj, dan ‘ursyu. Pengelolaan dana dari berbagai sumber dana ini dikelola dengan baik, spesifik,
dan tanggung jawab oleh beliau. Khalifah Umar tidak berjalan sendiri mengaturnya, ia mendirikan
lembaga keuangan yaitu Baitul Mal denggan dilengkapi departement yang dibutuhkan sehingga
perekonomian tetap stabil. Perilaku Umar yang dapat diambil contoh untuk menjadi seorang pemimpin
dalam hal ekonomi adalah bermusyawarah, mendirikan departement sesuai dibutuhkan,
mengutamakan apa yang menjadi hak utama, mengeluarkan kebijakan dengan melihat kemaslahatan
sesama, peduli terhadap masyarakat, menempatkan seseorang dalam bekerja sesuai dengan
bidangnya, perekonomian dikatakan stabil apabila pemasukan sedikit dibandingkan pengeluaran.
Kata Kunci : Definisi kebijakan fiskal, pendirian lembaga baitul mal, pendapatan dan pengeluaran
negara, dasar pemikiran.
A. PENDAHULUAN
Kegiatan kehidupan manusia tidak
bisa lepas dari kegiatan ekonomi.
Ekonomi menjadi alat ukur akan
kesejahteraan hidup. Bagi pemerintahan
Islam disebut dengan Ekonomi Islam.
Sebagai derivasi dari agama Islam,
ekonomi Islam mengikuti agama Islam
dalam berbagai aspeknya. Ekonomi ini
terbagi akan ekonomi mikro dan makro.
Ekonomi makro adalah kajian tentang
aktivitas ekonomi suatu negara. Pengatur
dalam suatu negara yaitu pemerintahan,
yang mampu dalam membelanjakan dan
menabung uangnya dengan
memperhatikan kemaslahatan
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umat/masyarakatnya. Salah satu kajian
dalam ekonomi makro adalah kebijakan
fiskal. Pada masa Umar bin Khattab
kemajuan pesat pemerintahan umat Islam.
Beliau mengatur pendapat dan
pengeluaran negara dengan sangat cermat.
Kebijakan fiskal Khalifah Umar bin
Khattab membuat stabilitas ekonomi pasa
saat itu. Bagaimana kebijakan fiskal pada
Masa Khalifah Umar bin Khattab, dalam
makalah ini.akan dijelskan lebih lanjut
mengenai pendapatan, pengeluaran
negara, pemikiran tokoh menurut
pendapat tokoh lain dan analisis kritis
terhadap pemikiran beliau.
B. PEMBAHASAN
1. Definisi Kebijakan Fiskal
Menurut Rahardja dan Manurung,
kebijakan fiskal adalah kebijakan yang
dilakukan pemerintah untuk
mengendalikan perekonomian dengan
mengubah-ubah anggaran penerimaan
dan pengeluran pemerintah.1
Sedangkan menurut Ndari
Surjaningsih, dkk., Kebijakan fiskal
merupakan salah satu kebijakan untuk
mengendalikan keseimbangan
makroekonomi. Kebijakan fiskal
1 Chenny Seftarita, Kebijakan Fiskal, Kebijakan
Moneter, dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,
Simposium Riset Ekonomi Ii Surabaya,  (November
2005), h. 1
2 Ndari Surjaningsih dkk., Dampak Kebijakan
Fiskal
bertujuan untuk mempengaruhi sisi
permintaan agregat suatu
perekonomian dalam jangka pendek.
Selain itu, kebijakan ini dapat pula
mempengaruhi sisi penawaran yang
sifatnya lebih berjangka panjang,
melalui peningkatan kapasitas
perekonomian. Dalam pengelolaan
stabilitas makroekonomi, kebijakan
fiskal akan berinteraksi dengan
kebijakan moneter.2
Dalam perspektif teoritis,
kebijakan fiskal merupakan kebijakan
ekonomi yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap penerimaan dan
pengeluaran untuk mencapai tujuan
seperti pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas perekonomian secara umum.3
Dua perihal utama yang digunakan
dalam kebijakan fiskal yaitu
penerimaan dan pengeluaran negara,
menunjukan bahwa kebijakan fiskal
sangat erat kaitannya dengan target
keuangan negara/anggaran yang ingin
dicapai. Perubahan tingkat dan
komposisi anggaran pemerintah baik
pajak maupun pengeluaran pemerintah,
dapat mempengaruhi variabel-variabel
permintaan agregat dan tingkat
Terhadap Output dan Inflasi, Buletin Ekonomi
Moneter dan Perbankan, JEL Classification: E31, E62,
(April 2012), h. 390
3 Ferry Prasetyia, Rekonstruksi Sistem Fiskal
Nasional Dalam Bingkai Konstitusi, Journal Of
Indonesian Applied Economics, Vol. 5 No. 2,
(Oktober 2011), h. 141
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aktivitas ekonomi, pola persebaran
sumber daya, dan distribusi
pendapatan. Namun demikian, peranan
kebijakan fiskal dalam mempengaruhi
perekonomian pada dasarnya sangat
ditentukan oleh keterlibatan
pemerintah dalam aktivitas ekonomi
sesuai dengan ideologi yang dianut,
tujuan yang ingin dicapai dan hakikat
sistem ekonomi yang digunakan.
Negara berupaya menyejahterakan
masyarakatnya dengan
menyeimbangkan peran negara dan
warga negaranya. Sesuai dengan
amanat tersebut maka peran
pemerintah untuk mewujudkan
kesejahteraan dapat diwujudkan salah
satunya dengan menggunakan
instrumen kebijakan fiskal yang sesuai.
2. Pendirian Lembaga Baitul Mal
Pembangunan Baitul Mal sangat
dibutuhkan karena semakin meluasnya
wilayah kekuasaan Islam pada
pemerintahannya, sehingga pendapatan
negara mengalami kenaikan signifikan.
Cikal bakal lembaga Baitul Mal telah
dicetuskan dan difungsikan oleh
Rasulullah SAW dan diteruskan oleh
Abu Bakar semakin dikembangkan
fungsinya oleh Umar bin Khattab.
Pembangunan lembaga ini
4 Muhammad Hidayat, An Introduction The
Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah),
(Jakarta : Zikrul Hakim, 2010), h. 186-187
dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu
Hurairah ketika menjabat sebagai
Gubernur Bahrain dengan membawa
harta hasil pengumpulan pajak kharaj
sebesar 500.000 dirham ke Madinah.
Khalifah Umar memanggil dan
mengajak bermusyawarah para sahabat
tentang penggunaan dana tersebut.
Setelah melalui diskusi yang cukup
panjang, ia memutuskan untuk tidak
mendistribusikan harta Baitul Mal
tetapi disimpan sebagai dana cadangan
baik untuk keadaan darurat,
pembayaran gaji para tentara maupun
berbagai kebutuhan umat lainnya. 4
Pada tahun 16 H, khalifah Umar
mendirikan lembaga Baitu Mal yang
berpusat di Madinah dan diikuti
bebagai cabang-cabangnya di berbagai
ibu kota provinsi. Untuk menangani
lembaga tersebut, khalifah Umar
menunjuk Abdullah bin Ubaid al-Qari
dan Muayqab sebagai wakilnya.
Adapun ketentuan dalam
pendistribusian harta di Batul Mal,
sebagai berikut :
a. Para pejabat Baitul Mal tidak
mempunyai wewenang dalam
membuat suatu keputusan terhadap
harta di Baitul Mal yang berupa
zakat dan ‘usyur.
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b. Harta Baitul Mal dianggap sebagai
harta kaum muslimin, sedangkan
khalifah dan para amil hanya
berperan sebagai pemegang
amanah.
c. Ditingkat Provinsi, pejabat yang
bertanggung jawab terhadap harta
umat tidak bergantung pada
Gubernur dan mereka mempunyai
otoritas penuh dalam melaksanakan
tugasnya serta bertanggung jawab
langsung kepada pemerintahan
pusat. Dengan kata lain pihak
eksekutif tidak boleh turut campur
dalam mengelola harta baitul mal. 5
Khalifah Umar mendirikan
beberapa departemen yang dianggap
perlu untuk pendistribusian harta Baitul
Mal, seperti :
a. Departemen Pelayanan Militer.
Departemen ini berfungsi untuk
mendistribusikan dana bantuan
kepada orang-orang yang terlibat
dalam perperangan.
b. Departemen Kehakiman dan
Eksekusi. Departemen ini
bertanggung jawab terhadap
pembayaran gaji para Hakim dan
pejabat eksekusi.
5 Ibid, h. 188-189
6 Quthb Ibrahim Muhammad, As-Siyaasah Al
Maaliyah Li ‘Umar Bin Khaththab, Terj. Ahmad
c. Departemen pendidikan dan
pengembangan Islam. Departemen
ini mendistribusikan bantuan dana
bagi penyebar dan pengembang
ajaran Islam beserta keluarganya,
seperti guru.
d. Departemen jaminan Sosial.
Departemen ini berfungsi
mendistribusikan dana bantuan
kepada seluruh fakir miskin dan
orang-orang yang menderita.
Jumlah tunjangan yang diberikan
kepada masing-masing golongan untuk
setiap tahunnya berbeda.
3. Pemasukan Negara
Pemasukan negara di masa Umar
bin Khattab meliputi beberapa macam
yaitu zakat, seperlima hasil rampasan
perang, kharaj, jizyah dan bea cukai.
Namun yang muncul pada masa beliau
adalah kharaj ( pajak tanah) dan ‘usyur
(pajak perdagangan dan sejenisnya)
sedangkan yang lainnya sudah ada
pada masa sebelumnya yaitu pada masa
Abu Bakar As-Siddiq seperti zakat,
seperlima hasil rampasan perang dan
jizyah.6 Adapun pemasukan negara
pada masa Umar bin Khaththab adalah
sebagai berikut :
a. Zakat
Syarifuddin Shaleh, Edisi Indonesia : Kebijakan
Ekonomi Umar bin Khaththab, (Jakarta : Pustaka
Azzam, 2002), h. 44
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Setelah dinetralkan oleh Abu
Bakar As-Siddiq dalam perihal
pembayaran zakat dengan
memerangi mereka yang
membangkang. Setelah itu, Umar
lebih berkonsentrasi persoalan
penerapan yang dipercayakan
kepadanya.7 Kalau dilihat dari
penerapan zakat Umar ini, hampir
sama dengan pajak atau bisa
diartikan kebijakan zakat sebagai
Pajak. Persamaanya teletak dari
pemungutan bagi umat/masyarakat
dan disetorkan ke satu tempat kas
negara yaitu Baitul Mal. Kalau kita
bandingkan dizaman sekarang,
zakat bagi umat Islam dan pajak
bagi semua masyarakat dalam suatu
wilayah tersebut. Umar bin
Khaththab mengeluarkan beberapa
fatwa, adapun sebagai berikut :
1) Zakat perdagangan
Diriwayatkan dari Amru bin
Hammasy dari bapaknya, Umar
berkata : “Hai Hammasy,
berikanlah zakat hartamu.”
Hammasy menjawab, “Apa
artinya hartaku yang hanya
seperti sarang burung dan kulit
binatang.” Lalu Umar berkata,
“Hitunglah dengan harganya,
7 Ibid, h. 44
8 Ibid, h. 45
lalu berikan zakatnya.” Umar
memberikan isyarat tentang
adanya zakat dari harta
perdagangan setelah dihitung
harganya dan digabuungkan
dengan harta yang lain. Pendapat
ini diambil dari hadis Rasulullah
SAW. “Orang yang mengasuh
anak yatim dan dia memiliki
harta, maka hendaknya ia
berdagang dengan harta itu dan
jangan hanya dibiarkan sehingga
dihabiskan oleh tuntutan
shadaqah”.8
2) Zakat Madu
Dari Amru bin Syu’aib dari
Hilal bin Murrah, Umar bin
Khaththab berkata tentang zakat
1/10 dari madu, “Apa yang telah
didapatkan di tempat yang
mudah dicapai, diambil 1/10-
nya. Sedangkan yang berada di
gunung diambil setengah dari
1/10 itu.”9 Dalam riwayat ini
telah bahwa tidak semua zakat
sama untuk ditetapkan sesuai
dengan usaha dalam
mendapatkannya. Apabila madu
yang mudah dicapai maka
zakatnya 1/10-nya sedangkan
yang berada digunung diambil
9 Quthb Ibrahim Muhammad , op.cit, h. 45-46
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setengah dari 1/10-nya. Kalau
dilihat dari komposisi yang
terdapat didalam madu di daratan
dengan di pegunungan cukup
berbeda karena di gunung lebih
banyak kadar airnya sedangkan
di daratan lebih sedikit airnya dan
lebih pekat karena tawon banyak
menghisap bermacam-macam
tanaman sehingga kualitasnya
lebih baik. Maka dari itu
mungkin ini salah satu alasan
kenapa Khalifah Umar memberi
kebijakan seperti ini.
3) Zakat Kuda
Kota Mekah dikuasai dan
harta benda melimpah, kaum
muslimin menjadikan kuda
sebagai barang dagangan dan
harta kekayaaan. Oleh karena itu,
diwajibkan untuk membayar
zakat jika syarat-syaratnya telah
cukup.10 Besar zakat atas kuda
satu dinar. 11
b. Seperlima Hasil Rampasan
Perang
Menetapkan seperlima hasil
rampasan perang bukan suatu yang
bisa langsung diterima oleh
masyarakat zaman Khalifah Umar.
10 Ibid, h. 46-47
11 Adiwarnan Azwar Karim, Sejarah Pemikiran
Ekonomi Islam, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,
20014),  h. 69
Bahkan Umar sampai-sampai
menjanjikan tentara dengan harta
rampasan. Walaupun awalnya ada
beberapa pasukan sempat tidak
menghiraukan perintah Umar,
namun akhirnya pasukan muslimin
berusaha dengan maksimal dalam
bertempur untuk meluaskan ajaran
Islam. Setiap kemenangan yang
didapatkan umat Islam selalu
disisihkan seperempat dari harta
rampasan yang mereka dapatkan.
Pada zaman Khalifah Umar bin
Khaththab ini banyak sekali harta
rampasan yang didapatkan.12
c. Jizyah
Jizyah adalah apa yang
diwajibkan terhadap harta bagi
setiap personil dari Ahlu Dzimmah
yang tinggal didalam kekuasaan
Islam, baik itu Ahlul Kitab, Majusi
dan selain Nasrani bani Tughlab dan
Najran. Secara etimologi, Dzimmah
adalah perjanjian dan perlindungan.
Adapun Ahlul Dzimmah yaitu warga
negara Islam yang non muslim.13
Hikmah wajibnya jizyah yaitu
bahwa selama Ahlu Dzimmah
berada dibawah perlindungan kaum
muslimin dan mereka belum masuk
12 Quthb Ibrahim Muhammad , op.cit, h . 52-61
13 Ibid, h. 63
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agama Islam, maka mereka
dianggap sebagai warga negara dan
wajib memberikan sumbangan atau
membayar pajak yang besar dan
tidak dibebani kewajiban militer
untuk kepentingan umum dengan
diberikan jaminan keamanan kepada
mereka sebagai gantinya.14
1) Orang yang Terkena Jizyah
Jizyah pada awalnya
diwajibkan untuk kaum lelaki
dan bukan untuk kaum wanita
atau anak-anak, karena lelakilah
yang kebanyakan melakukan
peperangan sementara
perempuan dan anak-anak tidak
ikut berperang. Kalau seorang
kafir dzimmi masuk Islam, maka
jizyah dihapuskan darinya.
Rasulullah bersabda “tidak ada
jizyah bagi seorang muslim.”
2) Kebijakan jizyah Umar bin
Khattab
Adapun aturan tersebut sebagai
berikut :
1) Umar bin Khattab menentukan
jizyah untuk kaum lelaki dengan
standar sebagai berikut :15
Penghasilan Jumlah keterangan
Tinggi 48
dirham
Orang kaya,
seperti
pekerja
14 Badri Yatim, op.cit, h. 211
15 Ibid, h. 65-66
penukaran
mata uang
atau pemilik
swalayan,
pemilik
barang-
barang
langkah,
pedagang,
dan dokter.
Menengah 24
dirham
Minim 12
dirham
Orang
miskin yang
bekerja
seperti
penjahit,
penenun,
penjualan
minuman
dan
semacamnya
.
Umar telah menetapkan
pembayaran jizyah setiap tahun,
yang dikumpulkan sekali di
pertengahan bulan.
2) Khalifah Umar memberikan
keringanan kepada golongan
berikut ini :16
a) Penjaga kuil dan para pendeta
yang hanya tinggal di rumah.
Tetapi bila mereka kaya, maka
tetap dikenakan jizyah. Jika
mereka memberikan harta itu
kepada orang yang mengurusi
rumahnya, maka jizyah
16 Ibid, h. 67-68
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diambil dari pemilik rumah
tersebut. Kalau dia tidak
mengaku atas kepemilikannya
dan telah disumpah dengan
nama Allah atau menurut
keyakinannya, bahwa tidak
ada sepersenpun hartanya,
maka ia dibiarkan dan tidak
dipungut jizyah.
b) Lelaki tua yang sudah tidak
dapat bekerja dan tidak bisa
apa-apa.
c) Orang yang hilang ingatan.
Apabila kafir dzimmi
masuk Islam, maka jizyah
tersebut dihapuskan darinya
sesuai dengan sabda
Rasulullah SAW, “tidak
dikenakan jizyah bagi orang
yang muslim.”
3) Penerapan kelipatan
Pada setiap 5 unta dikenakan
2 kambing, dan setiap 10 unta
dikenakan 4 unta kambing dan
seterusnya. Begitu pula zakat
kambing dan sapi juga
dilipatgandakan, serta biji-bijian
dan buah-buahan. Maka tumbuh-
tumbuhan yang disirami dari air
hujan diambil 2/10 dan yang
disirami dari air sumur diambil
1/10-nya.17
17 Ibid, h. 70
d. Kharaj.18
Arti Kharaj menurut bahasa
diambil dari kata “kharaja”, yang
artinya “mengeluarkan dari
tempatnya”. Kharj atau kharaj
adalah apa yang dikeluarkan, lawan
dari upaya untuk mengeluarkan.
Kharaj dapat diartikan sebagai harta
yang dikeluarkan oleh pemilik tanah
untuk diberikan kepada negara.
Di antara para sahabat banyak
yang tidak setuju dengan Umar,
maka Umar mengadakan
musyawarah dengan kelompok-
kelompok Muhajirin dan Anshar
dan kemudian beliau menjelaskan
alasan dari pendapat tersebut yang
membuat mereka setuju dengan
rencana beliau. Dengan syarat
diwajibkannya pajak atas tanah
tersebut, maka Umar kemudian
menerangkan langkah-langkah
praktis beliau tentang pajak yang
akan dijalankan.
Adapun langkah-langkah
praktis beliau, sebagai berikut :
1) Mengukur dan membatasi tanah
dengan sepengetahuan orang
yang ahli dalam pertanahan.
Beliau memilih 2 orang yaitu
Utsman bin Affan dan Hudzaifah
bin Nukman.
18 Ibid, h 77-92
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2) Penetapan kharaj. Yang perlu
diperhatikan adalah kemampuan
kandungan tanah yaitu jenis
tanah, jenis tanaman,
pengelolaan tanah dan hasil
panen akhir.
3) Khalifah Umar bin Khattab
mengingatkan agar para
utusannya betul-betul
memperhatikan kriteria tersebut.
Adapun penetapan kharaj Umar
bin Khattab bagian-bagian kharaj di
Irak, ada ketentuan yang berbeda,
yaitu :
1) 2 dirham dari setiap satu gandum
yang basah
2) 4 dirham dari setiap gantang
jagung yang basah
3) 5 dirham dari setiap satu gantang
anggur yang basah
4) 10 dirham dari setiap satu
gantang kayu krom yang basah
Sistem yang diterapkan di
berbagai lahan di Irak dan Mesir
ditangani oleh Amru bin Ash,
kecuali tanah Mesir tidak dibagikan.
Adapun jumlah lahan yang
dihubungkan dengan dasar
pengambilan kharaj adalah satu
petak. Setiap petak disebarkan bibit
19 Ibid, h. 99-100
20 Heri Sudarsono, op.cit, h. 131
½ keranjang gandung dan 1/3
keranjang jagung. Jumlah total
adalah 5 takaran atau 10 kilogram
biji-bijian di setiap lahan seluas
5.929 m2. Menurut ukuran sekarang
4.200 m2 adalah 3 takaran dan ½
kilo atau total semua 7 kilogram.
e. ‘Usyur
‘Usyur adalah pajak yang
dikenakan atas barang-barang
dagangan yang masuk ke negara
Islam, atau datang dari negara Islam
itu sendiri. ‘Usyur telah ada pada
masa-masa sebelum Islam.
Penerapannya dalam Islam baru
dikenalkan pada zaman Umar bin
Khattab.19 Pada masa Umar hukum
perdagangan mengalami
penyempurnaan guna menciptakan
perekonomian secara sehat. Umar
mengurangi beban pajak terhadap
beberapa barang.20 Adapun
ketentuan ‘usyur pada masa Umar
bin Khattab sebagai berikut :
1) Pajak ‘usyur diterapkan pada
harta perdagangan, maka selain
barang dagangan tidak dikenakan
pajak ‘usyur.21
2) Ada perbedaan versi menurut
tingkat ukurannya. Tingkat
ukuran yang paling umum
21 Quthb Ibrahim Muhammad , op.cit, h. 101
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digunakan adalah 2,5 % (1/4 dari
1/10) untuk perdagangan
muslim, 5 % (setengah dari 1/10)
untuk kafir dzimmih, dan 10 %
(1/10) untuk kafir harbi dengan
asumsi harga barang melebihi
dua ratus dirham.22
3) Pajak perdagangan nabati dan
kurma Syria sebesar 50 %. Hal
ini untuk memperlancar arus
pemasukan bahan makanan ke
kota-kota. 23
4) Ada juga yang menjelaskan
bahwa khalifah Umar setelah
beberapa waktu, beliau
menurunkan persentasenya
menjadi 5 % untuk minyak dan
gandum untuk mendorong import
barang-barang tersebut dikota
dan juga karena kaum muslimin
saat itu sangat membutuhkan
kedua barang tersebut.24
5) Khalifah Umar menginstruksikan
para pegawainya agar tidak
menarik ‘usyur dua kali dalam
setahun walaupun barang
tersebut diperbarui.25
22 Adiwarman Azwar Karim, op.cit, hal. 71 (lihat
juga Quthb Ibrahim Muhammad h. 102)
23 P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2012), h. 102 (lihat juga Heri
4. Pengeluaran Negara (Belanja Umum
Negara Islam di Masa Umar bin
Khattab).
a. Klasifikasi dan Alokasi
Pendapatan Negara
Anggaran yang telah ditetapkan
digunakan negara dalam berbagai
segi pembiayaan umum. Sehingga
ada 4 bagian pada pembagian
belanja negara, sebagai berikut :
1) Khusus untuk mengeluarkan
harta zakat, yaitu kaum fakir,
miskin, orang yang menagani
zakat, orang yang terpikat oleh
Islam, budak, orang yang terjerat
hutang, Sabilillah dan Ibnu Sabil.
2) Khusus untuk pengeluaran dari
1/5 harta rampasan, yaitu untuk
Allah SWT
3) Khusus untuk pengeluaran harta
yang diserahkan kepada Baitul
Mal berupa barang temuan dan
peningggalan yang tidak ada ahli
warisnya. Maka sumber
pemasukan ini digunakan untuk
memberikan infaq kepada kaum
fakir.
4) Khusus untuk pembiayaan
kemaslahatan umum. Ini dibiayai
Sudarsono Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar,
h. 131)
24 Adiwarman Azwar Karim, op.cit, h. 72
25 Ibid, h. 72
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dari sumber pemasukan Jizyah,
Kharaj dan ‘usyur.26
Sedikit berbeda dibuku
Adiwarman Azwar Karim dan
pendapat Mohammad Hidayat yang
dikutip dari Irfan Mahmud Ra’ana,
menjelaskan klasifikasi dan alokasi
pendapatan negara, sebagai berikut :
1) Pendapatan zakat dan ‘usyur.
Pendapat ini didistribusikan di
tingkat lokal dan jika terdapat
surplus, sisa pendapatan tersebut
disimpan di Baitul Mal pusat dan
dibagikan kepada delapan ashnaf,
seperti yang telah ditentukan dalam
Al-Qur’an.
2) Pendapatan khums dan sedekah.
Pendapatan ini didistribusikan
kepada fakir miskin atau untuk
membiayai kesejahteraan mereka
tanpa membedakan apakah ia
seorang muslim atau bukan.
3) Pendapatan kharaj, fai, jizyah,
‘usyur (pajak perdagangan), dan
sewa tanah. Pendapat ini digunakan
untuk membayar dana pensiun dan
dana bantuan serta untuk menutupi
biaya operasional administrasi,
kebutuhan militer, dan sebagainya.
26 Quthb Ibrahim Muhammad, op.cit, h. 108-109
27 Adiwarman Azwar Karim, op.cit, h. 74
4) Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini
digunakan untuk membayar para
pekerja, pemeliharaan anak-anak
terlantar dan dana sosial lainnya.27
Dilihat dari dua pendapat ini,
pengalokasian pendapatan negara pada
masa Umar  dikelola dengan maksimal
dengan sistem yang jelas kemana
pendapatan dikeluarkan serta
memudahkan praktek pengawasan
pada harta umum. Walaupun ada
sedikit perbedaan yang terletak hanya
pada penamaan/istilah.
b. Tunjangan
Jumlah yang di berikan kepada
masing-masing golongan untuk setiap
tahunnya berbeda-beda. Secara umum,
jumlahnya tunjangan yang diberikan
kepada mereka adalah sebagai berikut
:28
No Penerimaan Jumlah
1 Aisyah dan
Abbas bin
Abdul Muthalib
Masing-masing =
12.000 dirham
2 Para istri Nabi
selain Aisyah
Masing-masing =
10.000 dirham
3 Ali, Hasan, dan
para pejuang
Badar
Masing-masing =
5.000 dirham
4 Para pejuang
Uhud dan
migran ke
Abysinia
Masing-masing =
4.000 dirham
28 Muhammad Hidayat, op.cit, h. 191
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5 Kaum
Muhajirin
sebelum
peristiwa
Fathul Makkah
Masing-masing =
3.000 dirham
6 Putra-putra
pejuang Badar,
orang-orang
yang memeluk
Islam ketika
terjadi
peristiwa
Fathul Makkah,
anak-anak
kaum
Muhajirin dan
Anshar, para
pejuang perang
Qadisiyah,
Ubailah dan
orang-orang
yang
menghadiri
perjanjian
Hudaibiyah
Maing-masing =
2.000 dirham
7 Orang-orang
Mekah yang
bukan termasuk
kaum
Muhajirin
Masing-masing =
800 dirham
8 Warga
Madinah
Masing-masing =
25 dinar
9 Kaum
muslimin yang
tinggal di
Yaman, Syiria,
dan Irak
Masing-masing =
200 – 300 dirham
10 Anak-anak
yang baru lahir
dan yang tidak
diakui
100 dirham
29Muhammad Hidayat, op.cit, h. 205
11 Tunjangan
pensiun kaum
muslimin
Gandum, minyak,
sagu dan cuka
dalam jumlah
yang tetap.
Namun, setiap
wilayah kualitas
dan jenis barang
berbeda.
c. Belanja Umum Negara
Pengeluaran dari Baitul Mal yang
paling penting adalah dana pensiun,
berikutnya adalah dana pertahanan
negara dan dana pembangunan.29
Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan
sebagai berikut :
1) Pengeluaran Zakat
Orang-orang yang berhak
menerima zakat terdapat dalam Al-
Qur’an surat At-Taubah ayat 60 :
ﺎ َ ﻗ َﺪ ﱠﺼﻟا ﺎ َﻤ ﱠ ﻧ ِ إ ِﻦﯿ ِﻛﺎ َﺴ َﻤ ْ ﻟ ا َو ِءا َﺮ َ ﻘ ُ ﻔ ْ ﻠ ِ ﻟ  ُت
 ْﻢ ُ ﮭُ ﺑﻮ ُ ﻠ ُ ﻗ ِﺔ َ ﻔ ﱠ ﻟ َﺆ ُﻤ ْﻟ ا َو ﺎ َ ﮭ ْ ﯿ َ ﻠ َﻋ َﻦﯿ ِ ﻠ ِﻣﺎ َﻌ ْ ﻟ ا َو
 ِ ﱠﷲ ِﻞﯿ ِ ﺒ َﺳ ﻲِﻓ َو َﻦﯿ ِﻣ ِرﺎ َﻐ ْ ﻟ ا َو ِبﺎ َ ﻗ ﱢﺮﻟا ﻲِﻓ َو
 ُ ﱠﷲ َو ۗ  ِ ﱠﷲ َﻦ ِﻣ ًﺔ َﻀﯾ ِﺮ َ ﻓ  ۖ  ِﻞﯿ ِ ﺒ ﱠﺴﻟا ِﻦ ْﺑ ا َو
 ٌﻢﯿ ِﻜ َﺣ ٌﻢﯿ ِ ﻠ َﻋ
Sesungguhnya zakat-zakat itu,
hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan
Allah dan untuk mereka yuang
sedang dalam perjalanan, sebagai
suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui
lagi Maha Bijaksana.30
Orang yang berhak menerima
zakat ialah: 1. orang fakir. 2. orang
30 Al-Qur’an Al-karim
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miskin. 3. Pengurus zakat 4.
Muallaf. 5. memerdekakan budak.
6. orang berhutang. 7. pada jalan
Allah (sabilillah). 8. orang yang
sedang dalam perjalanan yang
bukan maksiat mengalami
kesengsaraan dalam perjalanannya.
Delapan golongan inilah yang
mendapatkan zakat pada masa
khalifah Umar sampai dengan
sekarang ketentuan itu masih tetap
berjalan. Khalifah Umar pernah
menghentikan pendistribusian zakat
untuk mu’allaf, membayar tebusan
untuk tawanan perang kaum
muslimin serta pemberian zakat
semuanya kepada satu ahlul bait.31
2) Pengeluaran Umum dari 1/5 Harta
Rampasan
Dalam surat Al-Anfaal ayat 41,
Allah berfirman:
 َﺴُﻤُﺧ ِ ﱠ ِ  ﱠَنَﺄﻓ ٍءْﻲَﺷ ْﻦِﻣ ُْﻢﺘِْﻤﻨَﻏ ﺎَﻤﱠَﻧأ اﻮَُﻤﻠْﻋاَو ُﮫ
 َٰﻰﺑُْﺮﻘْﻟا يِِﺬﻟَو ِلﻮُﺳ ﱠﺮِﻠﻟَو ٰﻰَﻣَﺎَﺘﯿْﻟاَو ِﻦﯿِﻛﺎَﺴَﻤْﻟاَو
 َٰﻰﻠَﻋ َﺎﻨْﻟَﺰَْﻧأ ﺎَﻣَو ِ ﱠ ِﺎﺑ ُْﻢﺘْﻨَﻣآ ُْﻢﺘْﻨُﻛ ِْنإ ِﻞِﯿﺒ ﱠﺴﻟا ِﻦْﺑاَو
ۗ ِنﺎَﻌْﻤَﺠْﻟا َﻰَﻘﺘْﻟا َمَْﻮﯾ ِنَﺎﻗُْﺮﻔْﻟا َمَْﻮﯾ َﺎﻧِﺪْﺒَﻋ َٰﻰﻠَﻋ ُ ﱠﷲَو
 ٌﺮﯾَِﺪﻗ ٍءْﻲَﺷ ﱢﻞُﻛ
Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja
yang dapat kamu peroleh sebagai
rampasan perang, Maka
Sesungguhnya seperlima untuk
Allah, rasul, kerabat rasul, anak-
anak yatim, orang-orang miskin dan
ibnussabil, jika kamu beriman
kepada Allah dan kepada apa yang
kami turunkan kepada hamba kami
31 Quthb Ibrahim Muhammad, op.cit, h. 111-117
32 Al-Qur’an Al-Karim
(Muhammad) di hari Furqaan, yaitu
di hari bertemunya dua pasukan.
dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.32
Dalam surat diatas telah jelas
bahwa yang berhak menerima harta
rampasan perang adalah untuk
Allah, rasul, kerabat rasul, anak-
anak yatim, orang-orang miskin dan
ibnussabil
3) Pembiayaan Fasilitas Umum
Pembiayaan atas kemaslahatan
umum mencakup seluruh
pembiayaan atas perangkat
kenegaraan dan pemberian
pelayanan kepada rakyat, seperti
menggaji karyawan yang bekerja di
kantor-kantor negara, asuransi,
pembiayaan jasa sosial, pembiayaan
atas berbagai tempat dan perumahan
umum dan prokyet umum lainnya
yang telah direncanakan oleh negara
untuk kemaslahatan warga negara.33
5. Dasar Pemikiran
Dalam menetapkan kebijakannya
khalifah Umar menggunakan Al-
Qur’an dan Hadis sebagai pedoman.
Selain itu Khalifah juga melanjutkan
apa yang telah dilakukan Rasulullah
SAW dan Khalifah Abu Bakar As-
Siddiq. Namun beliau menambahkan
pembaharuan ketentuan didalamnya
dengan mempertimbangkan
33 Quthb Ibrahim Muhammad, op.cit, h. 128-144
Esti Alfiah
Pemikiran Umar Bin Khatthab Tentang Kebijakan Fiskal
67
AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017
Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam
P-ISSN : 2476-8774/E-ISS : 2621-668X
kemaslahatan rakyat pada zaman
tersebut.
Adapun lebih jelasnya sebagai
berikut :34
Zakat
Perdagangan
Khalifah Umar
melihat dari Hadis
Rasulullah SAW
yang berarti : orang
yang mengasuh anak
yatim dan dia
memiliki harta,
maka hendaknya ia
berdagang dengan
harta itu  dan jangan
hanya dibiarkan
sehingga dihabiskan
oleh tuntutan
shadaqah,
Zakat Madu Surat An-Nahl ayat
68-69
Kewajiban
membayar
zakat harta
At-Tawbah ayat 103
Zakat Kuda Ketika kota Mekah
dikuasai, harta
benda melimpah,
maka kaum
muslimin menjadi
kuda sebagai barang
dagangan  dan harta
kekayaan. Karena
itu Umar
mengeluarkan fatwa
untuk mengeluarkan
zakat jika syarat-
syaratnya telah
mencukupi.
34 Ibid, h. 44-100
Harta
rampasan
perang
Dalam surat Al-
Anfaal ayat 41 dan
khalifah Umar juga
melihat bahwa
wilayah Islam di
Masa itu juga
semakin meluas,
maka dibutuhkan
banyak biaya untuk
kebutuhannya,
seperi pada
kebutuhan pasa saat
perang.
Jizyah Sebelumnya telah
dilaksanakan oleh
Rasulullah SAW
dan Abu Bakar as-
Shiddiq dengan
dasar pemikiran
hadis dan Al-Qur’an
seperti dalam surat
At-Tawbah ayat 29,
Al-Ankabut ayat 46.
Namun khalifah
Umar bukan hanya
melanjutkan apa
yang telah
ditetapkan oleh
pemimpin
sebelumnya tapi
Khalifah Umar
melihat kondisi
masyarakat
berkembang
sehingga Umar
memberikan
beberapa peraturan
dengan
memperhatikan
keselamatan dan
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kenyamanan mereka
para non muslimin.
Kharaj Khalifah Umar
menghayati ayat-
ayat Al-Qur’an.
Bahwa tanah yang
dikuasai sebagai
harta fai’ dan
menjadi milik umum
kaum muslimin
yang ikut perang.
Daeurah kekuasaan
umat islam juga
semakin meluas
sehingga
membutuhkan para
tentara untuk
menjaga perbatasan-
perbatasan tersebut.
Maka dibutuhkan
biaya untuk
menggaji mereka.
Walaupun banyak
yang sempat protes
terhadap beliau akan
tapi khalifah
mengeluarkan
argumennya dengan
ayat-ayat AL-
Qur’an, seperti
dalam Al-Qur’an
surat Al-Hasyr : 6 –
10.
‘Usyur Pada ‘usyur ini
khalifah umar
memberikan
persentase
pembayaran tertentu
lebih
memperhatikan
keadaan masyarakat
yang akan
membayar pajak dan
melihat apa yang
dibutuhkan oleh
umatnya pada saat
itu.
C. PENUTUP
Kebijakan Ekonomi Umar bin
Khattab tentang kebijakan fiskal membuat
kemajuan bagi umat Islam. Pendapatan
negara terdiri dari berbagai zakat sebagai
pajak, 1/5 hasil rampasan perang, jizyah,
kharaj, dan ‘ursyu. Pengelolaan dana dari
berbagai sumber dana ini dikelola dengan
baik, spesifik, dan tanggung jawab oleh
beliau. Khalifah Umar tidak berjalan
sendiri mengaturnya, ia mendirikan
lembaga keuangan yaitu Baitul Mal
denggan dilengkapi departement yang
dibutuhkan sehingga perekonomian tetap
stabil. Adapun perilaku Umar yang dapat
diambil contoh untuk menjadi seorang
pemimpin dalam hal ekonomi sebagai
berikut :
1. Bermusyawarah. Hal ini selalu
dilakukan di zaman rasul ataupun
Khulafaur Rasyidin. Maka dari itu
alangkah baiknya setiap permasalahan
dipecahkan secara bersama-sama.
2. Mendirikan departement sesuai
dibutuhkan
3. Mengutamakan apa yang menjadi hak
utama, yang utama adalah zakat orang
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berhak menerimanya wajib
dikeluarkan.
4. Mengeluarkan kebijakan dengan
melihat kemaslahatan sesama.
5. Peduli terhadap masyarakat. Umar
selalu baik dan mengasihi orang-orang
miskin, sakit dan ketimpa kesusahan.
Beliau tidak pernah tega melihat
umatnya susah.
6. Menempatkan seseorang dalam bekerja
sesuai dengan bidangnya.
7. Perekonomian dikatakan stabil apabila
pemasukan sedikit dibandingkan
pengeluaran.
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